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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

 

 

“Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah.  

Dan engkau menjadikan kesedihan (kesulitan). Jika Engkau kehendaki pasti akan 

menjadi mudah”. 

 

(H.R. Ibnu Hibban dalam Shahihnya3/255) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang 70% wilayahnya berupa lautan dan 

tersebar dengan 17.504 pulau, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam melaksanakan 

pembangunan yang berkualitas secara menyeluruh. Kondisi geografis dan demografis yang 

demikian menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memenuhi tugas Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 "UUD 1945 tentang Wujud Kehidupan Bangsa Indonesia", sekaligus 

merupakan peluang, antara lain: pendidikan kehidupan yang komprehensif. negara. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan 

jaminan sosial bagi masyarakat, khususnya jaminan sosial manusia, dalam hal ini 

pemerintah perlu mendorong partisipasi masyarakat untuk memperkuat sistem jaminan 

sosial ketenagakerjaan. 

.Mulai dari PT Jamsostek (Persero) hingga salah satu upaya nyata pemerintah 

dalam mewujudkan jaminan sosial ini, badan tersebut membentuk Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) pada 1 Januari 2014. Pembentukan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) didasarkan pada Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
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Penerapan sistem jaminan sosial nasional Indonesia telah menyebabkan terjadinya 

perubahan sistem administrasi. Rencana jaminan sosial dan jaminan sosial pekerja pada 

awalnya ditangani oleh lima (lima) perusahaan milik negara termasuk PT Askes, PT 

Taspen, PT Asabri, Jasaraharja dan PT. Akhirnya Jamsostek dialihkan ke dua organisasi, 

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain aspek-aspek di atas, aspek lain yang 

berubah adalah cakupan keanggotaan. 

Jika kepesertaan BPJS Kesehatan mencakup seluruh penduduk, dan kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan mencakup semua pekerja. 

Pernyataan mengenai keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan telah tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang 

mensyaratkan keterpaduan antara penyelenggara jaminan sosial dan manusia menjadi satu 

pengelolaan, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Republik Indonesia Nomor PER-12 / 

MEN / VI / 2007, petunjuk teknis tentang pendaftaran kepesertaan, pembayaran, 

kompensasi dan pelayanan jaminan sosial bagi pekerja.Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 terkait dengan Perubahan Kelima atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 (Tentang Skema Jaminan Sosial Tenaga Kerja). 

Memperhitungkan hilangnya kapasitas kerja fisik, semua biaya pengobatan, penggantian 

biaya perawatan dan transportasi yang diberikan kepada pekerja / pekerja, dan santunan 

kematian akibat cedera yang berhubungan dengan pekerjaan, besarnya santunan untuk 

semua kecacatan dan kecacatan sebagian akibat cedera dan pekerjaan yang tidak relevan, 

sekarang. Dalam hal ini, biaya pemakaman keluarga tidak sesuai dengan kondisi saat ini. 
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Untuk meningkatkan layanan yang diberikan kepada pekerja penyandang cacat akibat 

cedera terkait pekerjaan, perlu adanya layanan rehabilitasi medis untuk memulihkan cacat 

fisik mereka. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut pada kalimat sebelumnya, maka perlu dirumuskan 

peraturan pemerintah tentang Perubahan ke-5 atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 

1993, yang mengatur tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Pensiun kematian langsung dibayarkan kepada janda atau suami dari anak, termasuk: 

a. Santunan kematian 10.000.000 IDR (sepuluh juta IDR) 

b. Kompensasi rutin sebesar Rp. 200.000 per bulan, - (dua ratus empat puluh ribu 

rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan; dan 

c. Biaya pemakaman. 2.000.000, - (2 juta rupiah) 

d. Jika janda atau anak tidak ada, ikuti garis lurus ke bawah ke tingkat kedua, dan 

kompensasi kematian akan segera dibayarkan kepada angkatan kerja yang ada. 

Jika angkatan kerja tidak memiliki keturunan yang diharapkan, asuransi kematian akan 

dibayarkan kepada pekerja yang ditunjuk dalam surat wasiatnya.  

Jika tidak ada surat wasiat, biaya pemakaman akan dibayarkan kepada pengusaha atau 

pihak lain untuk pengaturan pemakaman. Untuk peserta magang atau pelajar, serta mereka 

yang membeli pekerjaan dan mereka yang narapidana meninggal akibat cedera terkait 

pekerjaan, keluarga yang tersisa tidak berhak atas asuransi kematian. 
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Besaran asuransi kecelakaan kerja adalah sebagai berikut: 

A. Kompensasi. 

1. Santunan sementara karena tidak bisa bekerja selama empat bulan pertama 

(STMB) 100% x gaji bulanan. Gaji 4 bulan berikutnya 75% gaji bulanan, 

dan gaji bulan berikutnya 50% x gaji bulanan. 

2. Kompensasi kecacatan,  

a. Satu jenis. Menurut tabel x gaji 80 bulan, kompensasi cacat satu kali 

(permanen) satu kali (total). 

b. Semua santunan cacat dibayar sekaligus.Jumlah santunan adalah 

sebagai berikut: 

1) Secara bersamaan memberikan kompensasi 70% x 80 bulan gaji 

2) Santunan rutin Rp. 200.000- (24 bulan) per bulan (dua ratus ribu 

rupiah) 

c. Tunjangan disabilitas dibayarkan sekaligus (pembayaran satu kali), dan 

besaran santunan diberikan: persentase pengurangan fungsi x sesuai 

tabel x% x gaji 80 bulan. 

3. Pembayaran pensiun kematian satu kali (satu kali), dan pembayaran rutin 

untuk kompensasi berikut: 

a. Satu jenis. Pada saat yang sama, diberikan kompensasi 60% x 80 bulan 

gaji, yang setidaknya setara dengan kompensasi kematian. 

b. Kompensasi rutin sebesar Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) per bulan 

selama 24 (dua puluh empat) bulan. 

c. Biaya pemakaman. 2.000.000, - (dua juta rupiah). 
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B. Perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan: 

1. Dokter 

2. Pengobatan 

3. Operasi 

4. Rontgen laboratorium 

5. Abses keperawatan, rumah sakit umum tingkat 1 atau swasta sederajat 

6. Gigi 

7. Mata; dan / atau 

8. Pelayanan Dokter / Xinshe / Dokter Tradisional disetujui secara resmi oleh instansi yang 

berwenang. 

Semua biaya yang timbul dari kecelakaan B.I sampai B.8 dibayar paling tinggi Rp. 12 juta, 

- (dua belas juta rupiah). 

C. Biaya pemulihan harga berupa alat pengganti (ortopedi) dan alat pengganti 

(prostesis). Berdasarkan patokan harga yang ditetapkan Pusat Rehabilitasi Rumah 

Sakit Umum Pemerintah diberikan satu kali per kasus, ditambah 40% (40%) dari 

harga dan biaya rehabilitasi medik sampai dengan Rp 2 juta 

D. Penyakit yang disebabkan oleh hubungan kerja. Besarnya santunan dan biaya 

pengobatan / pengobatan sama dengan huruf A dan B. 

E. Biaya pengangkutan pekerja dari lokasi kecelakaan ke rumah sakit diganti sebagai 

berikut: 

1. Bialamana hanya menggunakan jasa angkutan darat / sungai / danau, dengan 

biaya maksimal Rp 400.000. 

2. Bialamana hanya pakai Rp 750 crore, jasa transportasi laut termahal, Jika yang 

digunakan hanya jasa angkutan udara maka nilai maksimal Rp. 1.500.000, - 

(Satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). 
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Tabel 1Data Jumlah Korban Kecelakaan Kerja yang telah di Tanggung 

 Oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang Tahun 2015-2018  

No. Tahun Jumlah 

Korban 

Jumlah 

Jaminan 

1. 2015 646 8,218,001,235 

2. 2016 923 13,840,632,900 

3. 2017 1,144 13,369,003,586 

4. 2018 1,104 15,929,472,244 

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan  Cabang Kota Palembang Tahun 2019 

Dilihat data di atas terlihat pada Tahun 2017 jumlah korban kecelakaan kerja lebih 

banyak dari pada Tahun 2018.Tetapi, jumlah jaminan pada Tahun 2017 lebih sedikit 

daripada Tahun 2018.Dikarenakan jumlah korban pada Tahun 2017 biaya Jaminannya 

tidak begitu besar karena korban kecelakaan kerja tidak begitu berat kasusnya. 

Jadi Jaminan yang diberikan tidak banyak. Begitupun pada Tahun 2018 Jumlah korban 

sedikit dan Jaminan banyak karena mempunyai kasus berat maka jumlah jaminan besar. 

Berdasarkan data diatas terlihat banyak korban kecelakaan kerja yang telah terjadi.Dengan 

adanya Dana Santunan, apabila terjadi kecelakaan kerja pada pekerja, Pengusaha wajib 

melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada instansi yang 

bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara setempat sebagai 

laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2x24 (dua kali dua puluh 

empat ) jam tehitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir Jamsostek serta 

melampirkan fotocopy kartu peserta Pasal 8 Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Republik 

Indonesia, No. PER-12 / MEN / VI / 2007. 

1. Setelah dokter yang merawat menyatakan bahwa pekerja sembuh / meninggal 

dunia, pemberi kerja harus mengisi Formulir 3a (laporan kecelakaan tahap 2) 

dan mengirimkannya ke BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu 2x24 jam setelah 

pekerja menyatakan kesembuhan/kematiannya.Selainitu,BPJS Ketenagakerjaan 
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akan menghitung dan membayar kompensasi hak pekerja/ahli waris dan 

kompensasi kecelakaan kerja. 

2. Form BPJS Ketenagakerjaan 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaa 

pembayaran jaminan disertai bukti-bukti : 

a. Fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

b. Surat ketenagakerjaan dokter yang merawat dalam bentuk form BPJS 

Ketenagakerjaan 3a atau 3c. 

c. Kuitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi pengangkutan. 

Berdasarkan asumsi konservatif, partisipasi pekerja formal BPJS Ketenagakerjaan 

diharapkan dapat mencapai target 29,85 juta pada 2015; 36,2 juta pada 2016; 42,73 juta 

pada 2017; 49,46 juta pada 2018 dan 56,43 juta pada 2019. Di saat yang sama, rencana 

perluasan asuransi atau jaminan sosial bagi pekerja informal secara bertahap mencapai 

target 1,3 juta peserta baru di tahun 2015. Ada 1,9 juta peserta baru di tahun 2016; 2,5 juta 

peserta baru di tahun 2017; 3 juta peserta baru di tahun 2018. Minimal 3,5 juta peserta baru 

di tahun 2019. 
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Penyaluran dana santunan kepada korban/ahli waris dengan cara membagi jenis 

kecelakaan kerja berdasarkan cidera yang dapat dilihat pada tabel 2 : 

Tabel 2 Data Jumlah Korban Kecelakaan Kerja yang ditanggung oleh  

 BPJS Ketenagakerjaan di Cabang Kota Palembang berdasarkan  

 Sifat cidera Tahun 2017-2018 

 

Sifat Cidera 

Jumlah Jaminan 

2017 2018 

STMB Rp. 263,876,697 Rp. 258,564,593 

Cacat Fungsi Rp. 311,030,950 Rp. 525,904,002 

Cacat Sebagian Rp. 180,112,030 Rp. 644,114,209 

Cacat Total Tetap Rp. - Rp. 151,760,000 

Santunan Kematian 

(Santunan) 

(Uang Kubur) 

 

Rp. 5,247,552,288 

Rp. 102,000,000 

 

Rp. 7,786,846,368 

Rp. 144,000,000 

Biaya Transportasi Rp. 54,120,076 Rp. 16,369,000 

Biaya Obat & Perawatan Rp. 6,759,111,545 Rp. 5,919,514,071 

Prothese/Orthese Rp. 85,350,429 Rp. 89,104,268 

Biaya rehabilitasi Rp. 38,667,450 Rp. 50,467,252 

Beasiswa Rp. 288,000,000 Rp. 252,000,000 

Santunan Berkala Rp. 163,200,000 Rp. 230,400,000 

Jumlah Kasus 1,144 1,104 

Total Jaminan Rp. 13,369,003,586 Rp. 15,929,472,244 

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang Tahun 2019 

Dapat kita lihat bahwa di tahun 2018 jumlah kematian lebih banyak dari pada 

sebelumnya.Dan biaya obat dan perawatan juga lebih sedikit dari pada tahun sebelumnya. 

Dapat kita lihat bahwa jumlah jaminan  yang diklaim pada tahun 2018 lebih besar dari 

pada tahun sebelumnya 2017 yang hanya sebesar Rp.13,369,003,586. Untuk 

memperlihatkan bagaimana pertanggungjawaban BPJS Ketenagakerjaan dalam penyaluran 

dana santunan dilakukan pembagian berdasarkan bulan pada Tahun 2018. Kita dapat 

melihat berapa saja jumlah kecelakaan kerja setiap bulannya Tahun 2018 pada tabel 3
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Tabel 3 Data Jumlah Korban Kecelakaan Kerja Tahun 2018 

Bulan STMB Cacat 

Fungsi 

Cacat 

Sebagian 

Cacat 

Total 

Santunan 

Kematian 

Biaya 

transportasi  

Biaya obat & 

Perawatan 

Prothese/

orthese 

Biaya 

rehabilitas 

Beasiswa  Jumlah 

Kasus  

Januari 20 4 4 - 3 9 92 - 1 - 93 

Februari 13 1 1 - 1 4 63 1 4 1 67 

Maret 5 - 1 - 8 4 45 1 - 4 49 

April 9 6 2 - 3 5 75 3 4 1 79 

Mei 24 3 7 - 4 7 130 1 1 3 132 

Juni 6 - - - 3 1 28 1 1 1 33 

Juli 14 2 2 - 3 7 156 4 10 - 170 

Agustus 15 3 3 - 3 8 121 4 7 2 125 

September 10 4 1 - 7 3 78 - 6 2 88 

Oktober 12 - - - 6 4 110 2 9 2 114 

November 25 2 2 - 5 5 82 8 3 3 95 

Desember 11 2 4 1 3 2 55 2 3 2 59 

Total  164 27 27 1 49 59 1,035 27 49 21 1,104 

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang Tahun 2019 
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Pada tabel 3 dapat dilihat bagaimana pertanggungjawaban BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya sehingga jelas bahwa BPJS 

Ketenagakerjaan telah melaksanakan tugasnya sebagai penghimpun dana santunan korban kecelakaan kerja. 

Tabel 4 Data Jumlah Dana Santunan Korban Kecelakaan Kerja Tahun 2018 

Bulan STMB Cacat Fungsi Cacat 

Sebagian 

Cacat Total 

 

Santunan Kematian 

 

Biaya 

transporta

si  

Biaya obat & 

Perawatan 

Prothese/ort

hese 

Biaya 

rehabilitas 

Beasiswa    Santunan 

Berkala 

Total Jaminan 

Santunan  Uang Kubur 

Januari 10,376,192 15.730.950 136.354.000 - 474.560.304 6.000.000 2.740.000 488.563.343 - 300.000 - 9.600.000 1.143.924.789 
Februari 11,937,225 27.592.880 38.100.000 - 80.960.016 3.000.000 1.020.000 194.628.403 251.000 4.374.250 12.000.000 4.800.000 374.038.524 
Maret 1,238,486 - 25.787.320 - 1.059.038.400 24.000.000 1.026.000 272.622.285 1.808.287 - 48.000.000 38.400.000 1.470.112.491 
April 14,988,393 175.834.704 40.909.200 - 370.752.000 9.000.000 920.000 453.734.352 3.522.710 3,767,750 12.000.000 14.400.000 1.092.538.649 
Mei 99,015,476 83.927.512 168.829.570 - 844.851.840 12.000.000 1.525.000 719.827.994  250.973 156.750 36.000.000 19.200.000 1.985.177.392 
Juni 8,991,059 - - - 545.114.400 9.000.000 100.000 149.653.067 250.000 1.695.750 12.000.000 14.400.000 739.258.526 
Juli 11,708,652 38.373.340 24.528.600 - 367.226.928 9.000.000 1.390.000 1.099.886.994 4.162.479 5.420.500 - 14.400.000 1.566.514.514 
Agustus 14,810,608  14.384.080 38.108.768 - 1.212.163.680 9.000.000 2.330.000 748.343.609 13.009.230 6.892.500 24.000.000 14.400.000 2.077.540.745 
September 26,521,545 94.020.479 6.330.343 - 977.321.472 21.000.000 400.000 416.545.956 - 3.263.000 24.000.000 33.600.000 1.599.739.795 
Oktober 19,116,230 - - - 835.622.448 18.000.000 1.018.000 565.042.481 3.390.620 19.112.250 24.000.000 28.800.000 1.491.599.159 
November 30,361,784 32.923.823 109.600.000 - 582.969.600 15.000.000 2.700.000 363.614.092 61.979.246 2.114.500 36.000.000 24.000.000 1.197.169.299 

Desember 9,498,943 43,116,234 55.566.408 151.760.000 436.265.280 9.000.000 1.200.000 447.051.495 479.723 3.370.002 24.000.000 14.400.000 1.191.858.360 

Total  258,564,593 525.904.002 644.114.209 151.760.000 7.786.846.368 144.000.000 16.369.000 5.919.514.071 89.104.268 50.467.252 252.000.000 230.400.000 15.929.472.244 

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang Tahun 2019 
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Pada tabel 4 dapat dilihat berapa banyak jumlah jaminan dana santunan yang diberikan oleh 

BPJS Ketenagakerjaan di Cabang Kota Palembang. 

Pembayaran yang dilaksanakan perbulan bisa dilihat berapa saja jumlah jaminan dana 

santunan korban kecelakaan kerja yang harus dikeluarkan tiap bulannya dari pembayaran tiap 

perusahaan yang bersangkutan kepada pihak BPJS. 

Dibawah ini prosedur administrasi pengajuan kalim dana santunan. 

 

 

 

 

 

Gambar 1  

Prosedur administrasi pengajuan klaim dana santunan 

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang  

 

Diatas adalah prosedur pengajuan laporan kecelakaan kerja yang diajukan oleh perusahaan 

untuk mengklaim dana santunan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

Sebagian besar banyak yang telah menyelesaikan administrasi sehingga ia berhak 

mendapatkan dana santunan tersebut. Tetapi pihak BPJS masih menghambat proses 

pemberian untuk mencairkan dana claim tersebut ke rekening dan tenaga kerja belum tahu 

mengapa dana tersebut terlambat untuk dicairkan padahal mereka sudah menyelesaikan 

administrasi dan lain-lain. 

Tenaga Kerja Perusahaan Disnaker Cab. 

Kota 

Palembang  

Dokter 

Penasehat 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Disnaker Cab. 

Kota 

Palembang 
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Pengkajian ini akan menelaah informasi yang dapat dijadikan dasar yang kuat dalam 

pemberian dana santunan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat, 

dimana hasil yang diharapkan dapat bermanfaat oleh masyarakat. Serta masyarakat akan tahu 

bagaimana proses pemberian dana santunan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

Dan masyarakat tau mengapa BPJS bisa menghambat keterlambatan untuk mencairkan Dana 

Klaim tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana Akuntabilitas Proses Pemberian Dana Santunan Korban Kecelakaan Kerja Pada 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui AkuntabilitasProses Pemberian Dana Santunan Korban Kecelakaan Kerja 

Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kota 

Palembang. 

D. Manfaat  

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka mandaat yang dapat 

diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

a) Manfaat Teoritis 

Hasil Penelitian dapat menjadi informasi dan juga untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai Akuntabilitas Proses Pemberian Dana Santunan Korban Kecelakaan kerja 

di Badan Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial (BPJS) Kota Palembang.Dan hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya di bidang keuangan 

nasional dan BUMN. 

b) Manfaat Praktis 

Penelitan ini diharapkan dapat memberikan bahan pemikiran atau masukan khususnya bagi 

BPJS Ketenagakerjaan dan tenaga kerja khususnya mengenai Akuntabilitas Proses Pemberian 

Dana Santunan Korban Kecelakaan Kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan di Kota Palembang. 
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